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KEPALA DESA TANJUNGREJO
KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA TANJUNGREJO

NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TANJUNGREJO

bahwa untuk mewujudkan Visi dan Misi Desa yang telah
disepakati bersama dalam mewujudkan Pembangunan
yang berorientasi pada kebutuhan rill masyarakat perlu
dirumuskan pelaksanaan pembangunan baik skala desa
dan/atau skala Kecamatan/Kabupaten;

bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak
sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa yang telah
ditetapkan dalam Peraturan desa tentang rencana kerja
pemerintah desa, karena adanya perubahan pendapatan,
belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan
rencana kerja pemerintah desa tahun anggaran 2023;

bahwa RKPDesa tersebut merupakan Rencana Strategis
Pembangunan Tahunan Desa yang menggambarkan arah
prioritas program dan kegiatan serta kemampuan
pendanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu
menetapkan Peraturan Desa Tentang Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa
Tanjungrejo tahun 2023;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021
tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang
membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130
Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
53);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 611);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan,
Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan
bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
4 Tahun 2015 tentang Perdirian, Pengurusan dan
Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
296);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan
Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

Peraturan Menteri Desa  Pembangunan  Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 960);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
1295);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintah Desa di Privinsi Jawa Tengah (Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun
2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 184);
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Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun
2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor
185), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 203);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017
Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 210);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun
2019 tentang Rancangan Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 218);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun
2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 2);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus
(Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor
10);

Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor
4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian
Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2017 Nomor 31), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor
31 Tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 37);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2017 Nomor 38);
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Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkal Hak Asal Usul dan
Kewenangan lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus
(Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor
33);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor
5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan
Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020
Nomor 3);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 36);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 52 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 8
Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten
Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020
Nomor 52);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 40);

Peraturan Desa Tanjungrejo Nomor 4 Tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(Lembaran Desa Tanjungrejo Tahun 2018 Nomor 4);

Peraturan Desa Tanjungrejo Nomor 3 Tahun 2019
tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa
Tanjungrejo Tahun 2019 Nomor 3);

Peraturan Desa Tanjungrejo Nomor 1 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Tanjungrejo Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa
Tanjungrejo Tahun 2020 Nomor 1);
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Peraturan Desa Tanjungrejo Nomor S Tahun 2020
tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah
Desa (Lembaran Desa Tanjungrejo Tahun 2020 Nomor
5);

Peraturan Desa Tanjungrejo Nomor 8 Tahun 2022

tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023
(Lembaran Desa Tanjungrejo Tahun 2022 Nomor 8).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNGREJO

dan

KEPALA DESA TANJUNGREJO

MEMUTUSKAN

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TANJUNGREJO TAHUN 2023

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1.

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal wusul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Desa.

Kepala Desa adalah Kepala Desa Tanjungrejo.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan
nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya
disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan
Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP
Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan
Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa
untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang
disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara
Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan,
dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya
masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas
hidup dan kehidupan untuk  sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan
kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa
dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan
unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan
dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka
mencapai tujuan pembangunan Desa.

Pembangunan  partisipatif adalah suatu  sistem
pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan
perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa
dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan,
dan kegotongroyongan guna mewujudkan
pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
Pemberdayaan  Masyarakat Desa adalah  upaya
mengembangkan  kemandirian dan  kesejahteraan
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan
kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang
sesuai dengan esensi masalah danprioritas kebutuhan
masyarakat Desa.

Pengkajian keadaan Desa adalah proses penggalian dan
pengumpulan data mengenai keadaan = obyektif
masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi
terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap
kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
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Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai
potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya
manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana
fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan
teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari
kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan
hak lainnya yang sah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya
disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi
Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan
belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk
membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan  Desa,
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat
Desa.

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah
dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus
(DAK).

Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan
nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan
mitra  pemerintah Desa dalam memberdayakan
masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM
Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa
dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha,
memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan
produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau
menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebcsar-besarnya
kesejahteraan masyarakat Desa.

Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan
nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan
mitra  pemerintah desa dalam memberdayakan
masyarakat.

Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang
menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi
bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan
berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
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Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Kabupaten/Kota.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah
Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena
jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan
keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang
selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa
yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan
pengelolaan keuangan desa.

Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator
pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan
dengan bidangnya.

Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang
membidangi urusan administrasi keuangan untuk
menatausahakan keuangan desa.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
mengancam dan  mengganggu  kehidupan  dan
penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh
faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor
manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda,
dan dampak psikologis.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan
oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami,
gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan
tanah longsor.

Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara
lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi,
dan wabah penyakit.

Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya disingkat
PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat
Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang
bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan
sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk
memberikan tambahan upah/pendapatan sebagai upaya
mengurangi kemiskinan dan meningkatkan
kesejahteraan rakyat.

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita
akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000
Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Intervensi gizi spesifik adalah kegiatan yang langsung
mengatasi terjadinya stunting seperti asupan makanan,
infeksi, status gizi ibu, penyakit menular, dan kesehatan
lingkungan.
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Intervensi gizi sensitif adalah kegiatan tidak langsung
untuk mengatasi stunting yang mencakup peningkatan
penyediaan air bersih dan sarana sanitasi, peningkatan
akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan,
peningkatan  kesadaran, komitmen dan = praktik
pengasuhan gizi ibu dan anak serta peningkatan akses
pangan bergizi.

Kader Pembangunan Manusia (KPM) adalah warga
masyarakat Desa yang dipilih melalui musyawarah
Desa untuk bekerja membantu pemerintah Desa
dalam memfasilitasi masyarakat Desa dalam
merencanakan, melaksanakan dan mengawasi
pembangunan sumberdaya manusia di Desa.

Rumah Desa Sehat (RDS) adalah sekretariat
bersama bagi para pegiat pemberdayaan masyarakat
dan pelaku pembangunan Desa di bidang kesehatan,
yang berfungsi sebagai ruang literasi kesehatan, pusat
penyebaran  informasi kesehatan dan  forum
advokasi kebijakan di bidang kesehatan.

Konvergensi Pencegahan Stunting adalah sebuah
pendekatan  intervensi yang  dilakukan = secara
terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama kepada target
sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas
untuk mencegah stunting.

Laporan Konvergensi Desa (scorecard) adalah laporan
konvergensi pencegahan stunting terhadap sasaran
rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya
disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian,
unit pengawasan lembaga pemerintah non Kementerian,
Inspektorat Daerah Provinsi, dan Inspektorat Daerah
Kabupaten/Kota.

SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa
untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan
berkelanjutan.

Pendataan Desa adalah proses penggalian,
pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data
SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan
kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang
dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan
Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan
budaya yang dapat digunakan sebagai bahan
rekomendasi penyusunan program dan kegiatan
Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait
lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan
masyarakat Desa.
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Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data
kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang
disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara
terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat
lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya
manusia untuk disajikan menjadi informasi yang
berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi
pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan
strategis Pembangunan Desa.

Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang
memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian
SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.

Indeks Desa Membangun Indeks Komposit yang dibentuk
dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan
Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
Kemiskinan adalah tidak terpenuhinya hak-hak dasar
penduduk Desa, dialami oleh laki-laki dan perempuan,
bersifat multidimensi dengan karakter lokal Desa yang
kuat.

BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Pasal 2

Program Pembangunan Desa periode tahun 2023
dilaksanakan sesuai dengan musyawarah Desa
Tajungrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tahun
2022.

Rincian dari program sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP-Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten

Kudus Tahun 2023 memuat:

a. Rincian dari program pembangunan yang akan
dilaksanakan selama periode tahun 2023 yang
merupakan dokumen RKP-Desa tahun 2023

b. Rencana kerja yang akan dituangkan dalam
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
tahun 2023

RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun

dengan memperhatikan Musyawarah Desa Tanjungrejo

tahun 2022.

RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi

pedoman dalam penyusunan APB-Desa tahun Anggaran

2023.
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RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan
tugas kinerja tahun anggaran 2023.

BAB III
SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 4

RKP Desa tahun 2023 disusun dengan sistematika
sebagai berikut:
BABI PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Landasan Hukum

1.4. Hubungan RKP Desa dengan Dokumen

Perencanaan lainnya
1.5. Sistematika Penulisan

BABII GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
2.1. Kondisi Geografis
2.2. Kondisi Umum Masa Kini
2.3. Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi Ke
Depan.
BAB III MUSYAWARAH, TUJUAN, STRATEGIS, DAN
KEBIJAKAN
3.1. Musyawarah Desa
3.2. Tujuan
3.3. Strategi
3.4. Kebijakan
3.4.1. Kebijakan Internal
3.4.2. Kebijakan Eksternal

BAB IV  PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1. Dokumen RKP Desa

4.2. Rencana Kegiatan dan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
yang bersangkutan.
1. Kebijakan Pendapatan Desa
2. Kebijakan Belanja Desa
3. Kebijakan Pembiayaan Desa

BABV PENUTUP

LAMPIRAN.

1. Matrik RKP-Desa

2. Matrik Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

3. Matrik DU RKP-Desa

4. Berita Acara Musrenbang Desa RKP-Desa

Isi dan uraian RKP Desa tahun 2023 sebagaimana
tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini.
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BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja
Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan ini
akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa dan
Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Tanjungrejo
gagal 07 September 2023

Diundangkan di Tanjungrejo

gal 07 September 2023

LEMBARAN DESA TANJUNGREJO TAHUN 2023 NOMOR 4
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